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Dewan Minta
BUMD Diaudit

PADALARANG - Ketua Ko
misi 11 DPRD Kabupaten
Bandung Barat (KBE] Dadan
Supardan meminta secara te-
gas BUMD PT Percdana Multi-
guna Sarana (PMgS) diaudit
Hal ini terkaitdengan persoa-
lan hukum yang sedang dihada-
pinya dan ancaman akan di-
sitanya aset perusahaan plat
merah tersebut oleh pihak
pengadilan alébat bermasalah
dengan pihak ketiga.

“Jirjur saya kaget, TahuBUMD
bermasalah iti dari pemberi-
taan. Inl harus dipertanggung-
[awabkan,” tegasnya kematin.

Dadan tidak menyangkajika

harus dibayar ke pihak Xetiga
sebesar Rp8 miliar, Ini dika-

renakan selarna ini komisaris.

dlan dlireksi RUMD tidak pernab
terbuka atau menyampikan
jika mereka sedang terlilit ma-
salah. Sebaliknyamereka justru
selalu menyvampaikan klaim
prestasi dan keberhasilan yang
selalu dibangpa-banggzakannya,

*Selama fni vang diomongkan
adalah prestasi ini, capasan iy,
danyang lainnya. Tapl kenya-
taannya bermasalah, Tidak
bener ini, harbis dilalukan
gudic investigatf tepgas Dadan.

Unruk it Kommisinya meminta
agar jangan sampal persoalan

mana pun aset millk BUMD i
adalabmilik pemerintabidacrah
vang dibeli oleh vang APBD.
Selama infiotal Pemkab Bandung
Barat telah menggelontorkan
anggaran sebesar Rpls miliac
kepada BUMD.

"Semua harus clear jangan
ada yang ditutup-rumpi. Uiang
Rps miliar itu tidak sedikit,
jadi mereka (direksl dan
komisaris) BUMD tidak boleh
mundurata diganti sebelum
persoalan (ni selesai” kata po
lizisi Partai Golkar ini.

lerpisah, Pemkab Bandung
Baratmeminta direksi BUMD
P1° PMgS bertanggung jawah

vang difadapi, Jika BUMD ter-
sebiit sampai kehilanpan aset
daerah maka direksi pefusa-
haan Barus menggantinya
secard pribadL

"Direkst harastanpzung jawab,
itu bisa dipidanakan-oleh pe-
merirtabdacrah. Landasanmya
undang-undang perseroan er-
bhatas halat mermRngaca peavim
pangan,” ucap Kepala Bagian
Perekonomian Sckretarian
Daerah Kabupaten Bandung
Barat, Eriska tHendrayana.

Dia menyebuthkan PTPMgES
diberikan keleluasaan mengelo-
{a nsetvang berupamodal. Oleh
karena i, ketika tetjad] perma-
salzhan, maka sepenuhnya

PT PMgS memilikiutang yang

mignjadi tanggrmg jawal peru-
szhzan. "Pemkab Bandung Ba
mthanya berkepentingan dalem
kepentingan yang menyangkug
pemegang saharn. Tapi secara
legalnya pemerintah daerah
tidak ikut campur” pungkasnya,

sSementara ity Ketga Jaringan
Pengusaha Muslim Indonesia
{TPMI) Tawa Barat Eka Suwar
il mienyatalkan, ji
merug it hal binsa,
biasa dalam kasus BUMD BT
PMe5 Karena kermnudian me
nyisakan masalab hubsimvang
berbuntut rencana penyisaan
asel BUMID yang notabene
adalah aser daecah.

“Suniikan modal Rp35 miliar

inl berlamut-larut Karena bagai-

dari APBIYitu saja belum dip-
ertanggungiawebkan, sekarang
juntrmmuncul masalah hukum
berupa gugatan utang oleh
pihak ketiga sebesar RBp8 mi-
liar,” ucapmya.

Dirinya menilai, dalim kon-
distini haris segera dilaksana-
kan RUPS lear biasa untuk
mengevalust Kneda direksi
urituk menyelamatkan aset ri
lik daerah: PRI harus SRZeTa
mEminta pertngEungjawaban
pemegangs sahamdan direksi
BUMID khususnya atas peng-
rundan diana Bp3s miliar dan
lzksanakan audit oleh auditr
independen yang terpercayva,

"Pemetintah daerah jiga ha

terhadap permasalahan aser

rus menyetop kucuran modal
pada BUMD yvang sakit ini
sefia membentuk tm profe-
stonal utk melakukan pendam-
pingan," terangnya.

Seperti diketzhul aset BUMD
PT PMgS terancam disita
Pengadilan Negeri Bale Bandung
(PNEB] Kabupaten Bandung,
Pasalnya BUMD yang didirkan
pada 2010 ini memiliki uting
kepada mitra perusahaan yang
telah membangun dan mem-
biyai fasilitas penyaluran air
dari sumirer mata ait Cijanggel
ke reservoir Muril di Kecamia-
tan Clsarua, KBB, PT Bravo
[elra Persada, senilai Rp8 mi-

linr (bie)
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